
 

 

 

 

 
BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 70 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUKOHARJO,  

 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik 
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan maka perlu mengatur Penyelenggaraan Izin 
Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik; 

b. bahwa Izin Lingkungan diberikan setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

SALINAN 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 90); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi 
secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kreteria Perubahan 

Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 981); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 
Tahun 2013  tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

 

 

 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
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Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2016 Nomor 50); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN 
LINGKUNGAN MELALUI PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP 
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. 

5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM 
dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.  

6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 
Dinas LH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sukoharjo. 

7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
atau Online Single Submission yang selanjutnya 

disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang   
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi. 

8. Lembaga   Pengelola   dan   Penyelenggara   OSS   yang 

selanjutnya disebut   Lembaga   OSS   adalah   
lembaga pemerintah nonkementerian   yang   

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koordinasi penanaman modal. 

9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan  pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan. 

 

10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 
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dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

12. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk 
aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan 

terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan 
dampak terhadap lingkungan hidup; 

13. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal. 

14. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya 
disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan 

mendalam tentang dampak penting suatu rencana 
usaha dan/atau kegiatan. 

16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan 
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan 

akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan 

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak 
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

18. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah 

keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan 
hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib dilengkapi dengan Amdal. 

19. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan 
terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

UKL-UPL. 

20. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang 

diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan 
usaha dan/atau kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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IZIN LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

(1) Izin Lingkungan diberikan kepada pelaku usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin 
Usaha dan/atau Kegiatan. 

(2) Sebelum mengajukan Izin Lingkungan sebagaimna 
dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib memiliki 
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Permohonan  Izin Lingkungan 

Dan Pemenuhan Komitmen 

Pasal 3 

(1) Pelaku usaha mengajukan permohonan  izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dilakukan melalui Sistem Online Singgle 
Submission (OSS).  

(2) Pelaku usaha wajib memenuhi komitmen Izin 
Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS. 

(3) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

Bagian Ketiga 

  Penyampaian Notifikasi pada Sistem OSS 

Pasal 4 

(1) Dinas PM dan PTSP memberikan Notifikasi Izin 
Lingkungan.   

(2) Berdasarkan pengecekan rekomendasi dari Dinas LH, 
maka Dinas PM dan PTSP memberikan Notifikasi 
lewat aplikasi OSS. 

(3) Rekomendasi yang diberikan dari Dinas LH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa dinas 

Lingkungan Hidup menyetujui Izin Lingkungan maka 
Dinas PM dan PTSP memberikan Notifikasi 
persetujuan.  

 
 
 

 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bahwa Dinas LH tidak memberikan persetujuan 
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terhadap Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan 

oleh Lembaga OSS, maka Dinas PM dan PTSP dapat 
menolak persetujuan melalui aplikasi OSS.  

 

 BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2012 
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin 

Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 297); dan 

b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin 
Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 

Memiliki UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan 
Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 
Nomor 260)  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 18 Desember 2018 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

                   ttd 

 
WARDOYO WIJAYA 

    
 

 

 
 

   
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  18 Desember 2018 
 

      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2018 NOMOR 71 

 

 

 


